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BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 30
TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PEMALANG

Menimbang :

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

e

BUPATI PEMALANG,

bahwa berdasarkan surat dari Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor cabang
Pekalongan nomor : 834/V1-02/0718 tanggal 17 Juli
2018 perihal mekanisme pembiayaan kegiatan promotif
preventif prolanis menyebutkan bahwa pengelolaan
pendapatan dan belanja kegiatan promotif dan preventif
prolanis (senam dan edukasi) mengikuti mekanisme
pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten
Pemalang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a agar dapat berjalan dengan
tertib maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan
Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di
Kabupaten Pemalang perlu di sesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman
dimaksud dalah huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di
Kabupaten Pemalang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
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10.

11.

12.

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5372);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaiman telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan  Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan
pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesi Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 874);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Puskesmas ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1676);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/MENKES/523/2015 tentang Formularium
Nasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaiman telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 14);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten
Pemalang (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 30)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten
Pemalang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 24);
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas Fungsi
dan tataKerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
(Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016
Nomor 57);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 128 Tahun 2016
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
Kbupaten Pemalang (Berita Daerah  Kabupaten
Pemalang Tahun 2016 Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI
KABUPATEN PEMALANG.

Pasal 1

Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Bupati Pemalang
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Nomor 30 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di
Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 30),
disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 11A dan Pasal
11B, sehingga Pasal 11A dan Pasal 11B berbunyi sebagai
berikut :

(1)

@

©)

4)

©)

@)

)

©)

4

Pasal 11A

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 untuk pelayanan promotif
dan preventif mencakup kegiatan senam dan edukasi
prolanis.

Sasaran kegiatan senam sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah seluruh Peserta BPJS Kesehatan

penyandang penyakit kronis (Diabetes Militus Tipe 2

dan Hipertensi).

Kegiatan Senam Prolanis sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dengan ketentuan :

a. dilakukan minimal 1 kali perminggu pada masing-
masing Klub Prolanis;

b. jenis senam untuk peserta Prolanis Diabetes
Militus Tipe 2 adalah senam diabetes, sedangkan
jenis senam untuk peserta Prolanis Hipertensi
adalah senam hipertensi, senam jantung sehat dan
senam lansia.

Edukasi prolanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan

kesehatan dalam upaya memulihkan penyakit dan
mencegah timbulnya kembali penyakit serta
meningkatkan status kesehatan bagi peserta prolanis.

Kegiatan Edukasi Prolanis sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dengan ketentuan :

a. dilaksanakan setiap bulan 1 Kkali tiap Klub
Prolanis;

b. topik atau konten -edukasi prolanis mengenai
pengelolaan kesehatan penyakit Diabetes Militus
Tipe 2 atau Hipertensi.

Pasal 11B

Semua kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11A ayat (1) dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab
FKTP.

Peran BPJS Kesehatan dalam program senam dan
edukasi prolanis yang diadakan oleh FKTP sifatnya
adalah dukungan anggaran.

FKTP dapat mengajukan belanja kegiatan promotif
preventif dalam bentuk senam dan edukasi prolanis ke
BPJS.

Pemanfaatan dukungan anggaran sebagaimana
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dimaksud ayat (3) digunakan untuk belanja
a. honor instruktur senam;
b. honor narasumber edukasi prolanis; dan
c. konsumsi.
(5) Segala belanja sebagimana dimaksud ayat (4) akan
dibayarkan BPJS kepada FKTP melalui mekanisme
transfer ke rekening kas daerah.

Pasal 1l

Peraturan Bupati ini  mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 6 Desember 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 6 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALAJ3AGIAN HUKUM
SETDJAWBUPATEN PEMALANG

PUJ1 SUGIHARTO, SH
fembina Tingkat |
NIP. 19670510 199603 1002



